
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.643, 2019 KEMENDAG. Pembangunan Depo Gerai Maritim. 

DAK Fisik 2019. 
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 43 TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 

TAHUN ANGGARAN 2019 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN 

DEPO GERAI MARITIM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) 

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019 perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk 

Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 

Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan 

Depo Gerai Maritim; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 
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3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4575); 

7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang 

Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok 

dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 138); 

9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik 

untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, 

Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165); 

10. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 
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Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 217); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 517); 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 203); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK 

OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS 

FISIK TAHUN ANGGARAN 2019 BIDANG PASAR MENU 

KEGIATAN PEMBANGUNAN DEPO GERAI MARITIM. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat 

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam 

anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah 

dan sesuai dengan prioritas nasional.  

2. Gudang Non Sistem Resi Gudang adalah gudang milik 

pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang 

bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin 

ketersediaan barang kebutuhan pokok. 

3. Gerai Maritim adalah kegiatan untuk mendistribusikan 

barang khususnya barang kebutuhan pokok dan barang 
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penting ke daerah terpencil, terluar, dan perbatasan 

dengan tujuan menurunkan atau mengurangi disparitas 

harga. 

4. Depo Gerai Maritim adalah Gudang Non Sistem Resi 

Gudang yang dibangun oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota melalui DAK Fisik di daerah tertinggal, 

terpencil, terluar dan perbatasan untuk mendukung 

Gerai Maritim. 

5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah kabupaten/kota yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini merupakan petunjuk operasional 

sebagai acuan standar teknis kegiatan pembangunan 

Depo Gerai Maritim yang dibiayai melalui DAK Fisik 

tahun anggaran 2019 Bidang Pasar.  

(2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diarahkan untuk membantu Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pembangunan Depo 

Gerai Maritim. 

(3) Untuk dapat menerima DAK Fisik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota harus masuk dalam daftar daerah 

penerima DAK Fisik. 

(4) Daftar daerah penerima DAK Fisik tahun anggaran 2019 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 

Menteri. 

Pasal 3 

Kegiatan pembangunan Depo Gerai Maritim yang dibiayai 

melalui DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana 
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tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal  

1 Januari 2019. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Juni 2019 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

ENGGARTIASTO LUKITA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Juni 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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